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BUPATI SEKADAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 
NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 
PERTANGGUNOJAWABAN PELAKSANAAN ANOOARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SEKADAU, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (J 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Noror 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Repubike 
Indonesia Tahu 2015 Nornor 58, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Kepela Daera.h 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daera.h tentang 
Pertangggiawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 
Perwa.kilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pereriksa 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir, 

Menimbang 

Mengigat 

b. bahwa pertanggungiawaban pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan 
dengan peraturan Dara.h tentang Pertanggungiawa ban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 
2016; 

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tarobahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312] sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Noor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569, 

• 



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Peroleha Hak Atas Tana.h dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tun 1997 Noor 44, 
tambahan Lembaran Negara Republike Indonesia 
Nomor 3688) 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Re pu blike 
Indonesia Tahu 1999 Nornor 75, Trbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200.3 tentang Keuap8an 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.3 
Noor 47, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia 
Noror 4286; 

5. Unlang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan kKabupaten Melawi dan Kabupaten Sekaadau 
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nonor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4344] 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lem baran Negara Republike Indonesia 
Nomor 4400 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister 
Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4421); 

9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan acntara Pemerintah Pusat dan 
Pererintah Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Noror 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438] 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daera.h dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049], 

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem ba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noor 82, 
Ta ba.han Lembaran Negara Republike Indonesia Nomor 
5234) 

' 



Undang-Undang Nomor 
Pemerintahan Daerah 

23 Tahun 
(Lem baran 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tmbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 5587) ebagair.a.na 
telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daera.h [Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaniembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

13. Undang-Undang Normor 30 Thun 2014 tentang 
Administrasi Pererintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tan bahan Lembaran Negara Republike Indonesia Noror 
4502); 

15. Peraturan Pererintah Nomor 54 Tahu 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574) 

16. Peraturan Pererintah Nomor 55 Tahu 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Noor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575; 

17 Peraturan Pererinta.h Normor S6 Tahun 2005 ten tang 
Sistem Informasi kKeuangan Daera.h (Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 138, Tanbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576; 

18. Peraturan Pemerinta.h Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577 

19, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Naro 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578] 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stander Pela yan.aen 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 4585); 



2l Peraturan Pererintah Noor 79 fahun 2005 tentang 
Perbinaan dan Pengacwascacn ata.s Pevelenggaraan 
Pererintah Daerah [Lembarawn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593; 

22 Peraturan Pererintah Nomor 8 Thu 2006 tentang 
Pela poran Keuangan dean Kinerja Instansi Pererintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pererintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5165; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pipinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoran Pengelolaan Keuangan Darah 
sebagaimana tela.h diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeni Noror 2I Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoiran Pergelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perberia Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, 

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahu 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pererintaban 
Ber basis Akrual pada Pererintah Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedomain Penyusunan Anggaran Pendapatan Dawn 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daera 
[Lembaran Darah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 
iomor 2) 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran 
Daerah Kabpaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2l; 
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Menetapkan 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Notor 6 Tahun 
201 tentang Retribusi Periinan fetentu (Lem baran 
Darah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 7J; 

32. Peraturan Darah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daera.h 
Kabpaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 8) 

33 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Noor 1 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daetah Kabupaten Sekadau 
Tahun 2015 Nomor 11; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor S Tahun 
2016 tentang Peru bahan Aggaran Pendapatan dan Belanja 
Daera.h Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daera.h 
Kab paten Sekadau Tahun 2016 Noor 5) 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU 
Dan 

BUPATT SEKADAU 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANOOARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAEAH TAHUN ANOGARAN 2016 

Pasad l 

(I) Pertanggungiawaban Pelaksanan APBD berupa laporan 
Keuangan memuat 
a. Laporan Realisasi Ang&aran; 
b. Laporan Peru bahan Saldo Ang&aran Le bih; 
• Neraca, 
d. Laporan operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
t Laporan perubahan ekuitas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan 

(2) Laporan Keuangan sebagamane diraksud pada ayat (lJ 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar la poran 
keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daera.h 



Lapora.n Realisasi Anggaran se bagaira.na dirmaksud dalam pasad 
I huruf a Tahun Anggaran 2016 sebaga berikut 

a. Pendapa tan Rp.782.658.536.474,63 

b Delanja 8RD.831.723.689,408,39 
Surplus/defisit Rp.49.065.152.933,76) 

c erbiaya.a. 
Peneriraa Rp. 74.208.629.909,71 

-Pengeluaraon RD 10.000.000.00 
Surplus/ defisit Rp.67.068.629,909,71 

Ureian Lapora.n Realisasi Anggaran se bagaiman.a dimaksud 
dalam pasa 2 sebagai berikut: 

( selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumla.h 
RB. 35.963.250.542,05 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pend.apatacn Rp.818,621,787,016,68 

Setelah Perubaha.n 

• Realisasl Pendapatan RD. 782.658.536.474,63 
Selis.h 
fkurang 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. 53926.990.344,00 dengan rincian sebagai berikut. 

a. Arggaraan belacnja setelah Rp.885.650.679,752,39 
peruba han 

Rp.35.963.250.542,05 

b. Realisasi Pendapa tan 

Selisih le bth /(kurang 
R2.8317323.6089.4108,39 

Rp. 53.926.990.34/4,00 

(3] Selisih anggaran dengan realisasi surfluA/defisit sejumlah 
(R,17.963,739.801,95) dengan rincian sebagai berikut 

a. Ang#ran Surflus/ defisit (Rp. 67.028.892.735,71J 
setelah peruba ban 

b. Realisasi surttus/defisit [RD. 49.,065.152.833.76) 
setelah peruba ban 

selisdh le bih/ (lurang) (Rp17.963.739.801,95 
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(4] Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiaya.acn 
sejumlah (p.39.737 174,00) dengan rincian sebagai berikut 
a. Anggaran penerinan Rp, 74,168.892.735,7l 

perbiaya.an setela.h 
perubaha 

• Realisast surftus/deft 8D, 74.208.6299.9009.7 
setelah peruba ha 

Selisih le bth/ (karang) (Rp. 39.737 174,00 

(5] Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiaya.an 
ejumlah RRp. 0,00 dengan rincian sebagai benikut; 

Rp. 0,00 

RD. 7.140,000.000,00 

Rp. 7.140.000.000,00 

pehgelua.ran 
setela.h pen biaya.a.n 

peruba ha 

Selisih lebih/ kurang 

a. Angara.n 
perbiay.an 
peruba ha.n 

b Realisasi 

(6] Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp.439.737 174,00) rincian sebagai berikut 

a. Angara.n pembiaryvaacn nett.o Rp, 67,028.892.735,71 
setela.h peruba ha.n 

b. Realisasi perbiayaan netto p. 67068.629,909,7I 
setelah peruba.ban 

selisih (Rp. 39,737.174,00] 
le bih/(kurag 

Laporan Peru bah Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal huruf b per 31 Desember 2016 sbagai berikut 

a. Saldo Angara.n Le bth Awa 

b, Penggunaan SAL sebegad 
Penerima Pembiaya.an Tahun 
Berjalan 

c. Sisa Krang/Le bi.h Per biavaan 
Angara.n (SIL.PA] 

d Koreksi Kesalaban Pernbu.uan 
Tahu Sebelurnnya 

e. Saldi Anggaran Le bith Akhir 

Rp. 74.208.629.909,71 

Rp. (74.208.629.909,71 

Rp. 18.003.476.975,95 

0,00 

Rp. 18.003.476.975,95 
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Neraca sebagaimana dirmaksud pada Pasad 1 huruf e per 31 
Desember Tahun 2016 sebagai berikut benikut 
a. Jumlah Aset Rp. 1.515.420.708.773,09 

b Jumalah kewajibe 

hula.h ekuitas daa 
16.421,489.935,0.3 

Rp. 1.498.999.218.838,06 

Lapora Operasional sebagairmana dimaksud dalam Pasal I huruf d 
Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 

• Peodapa tan 

b. Beban 

Ssurflus/defis.it 

Rp. 757.864.735.231,20 

RD. 626.258.217.009,62 
Rp. 131.606.518.221,58 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksuad dalam Pasal 1 huruf e 
untuk tahuan yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 
2016 sebagai berikut berikut 

•• Baldo kas awal per l Jaruari Tahu Rp. 74.208.629.909,71 
2016 

b Arusks bers.ih dariaktivita operasi Rp 215.662.268.452,74 

€ Aruskas bersih dari aktivitas invest.a.sd p.(273.592.741.851,00 

d. Aruskas dari aketivitas pendanaaon Rp 0,00 

e Aruskas bersih daiaktivitas transitoris Rp 1.691.188.424,50 

t Baldo Kas di bendahara penerimaau D 24.102.010.00 
8 Saldo kas akhir per 31 Deserber 2016 Rp 18.003,476.975,95 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksuad dalam Pasal l 
huruff per 31 Desember 2016 sebagai berikut 

• 

d 

Ekuitas Awal 

Surplus/Defisit - LO 

Dampa.k 
Kebija.la.n 

Ekuitas Akhir 

Rp.1.334.687.650.335,34 

Rp. 131.606.518.221,58 

Perubahan 8p. 32.105.050.28.14 

p 1,498.999.218.838,06 

Catatan atas Lapora.n Keuaongan sebagairmana diraksud Pas.al l 
huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara 
kuantitatif mau pun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan 

• 



Pertanggngiawaban pelaksanaan A9D sebagaimana dimaksud 
pada Pasal I tercantum dalam Lampian Peaturan Daerah ini, 

terdiri dari 

a. Laumpiran l Laporan realisasi an.gga.ran; 

Lapitan ll ingkkasan laporan realises.i agera.n renurut 
rusan pemerintaha daerah daon organisasi 

Lam piran 1.2 Rincian laporan realisasi acnggaura.n toenarut 
urusacn pemerinta ban daerah, organisers.i, 
pendapa tarn, belanja danpem biaye.an, 

Lampiran 1.3 Relapitulasi realisasi ang.aran belacnja daera.h 
menurut urusan pererintahan daerah, organisasi, 
program dankegia ta; 

Larpiran L.4 Relapitulasi realisasi anggaran belacnja daera h 
untuke kselarasan dan keterpad uan uruan 
pererintahan daerah dan fungsi dadam kerang.a 
pengeloloan keuacngaon near8, 

b. Lau piran Al Laporan perubathan saldo atgga.ran le bi., 

c. Lampira II La poran operasiooal 
d. LampiranIv Laporan perubaban ektuitas; 

• Lampiran Nerack; 

f Lapirar Laporan auras; 

8 Lampiran VII Catatan at.as la.poran ke uanga, 

j. Lampiran X 

l Lampiran XIE 

k. Lam piran Xl 

h. Lapira. VIII Dattar rekapitulasi piutang daera.h, 

Dattar rekapit ulas penyisiha.n piutang tidal 
tertagih, 

Daftar rekapitulasi dacna bengulir dan penyisi ha 
dana bergu.lir; 

Dafar penvertaan modal (lnvestasij daerah, 

Daftar relaapitulasi realisasi penar baban da. 
pengurangan asset tetap aea.h; 

m.Laumpiran XII Dafar rel pitulast aset te tap; 

n. Lampira XIV Daftar reka pitulasi konstruksi dala pekerjaan, 

o. Larpiran yv paftar reka pitulasi asset lainnya; 

p. Lampira XVI ; Daltar dana cadangan daerah; 

q. Lampira XVII Daftar kewa iban jangka pendek, 

r. Lam piraenXVIII Daftar kewa.jiban jangka panjang 

s. Lam piran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum disele saka 
amp«ai akhir ta.hun daon dianggarkan ken bali 
dalam tabun a.nggaran berikcutna, 
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t Lampiran XX lkhtsar laporan keuangan badan rsaha moil 
daenah/ perusahaan daerah 

Pasal 11 

Bupati menetaplan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungiawa.ban Pelaksanaan APED ebagai rincian lebih lanjut 
dari pertanggungiawaban pelaksanaan AP9D 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulain berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tangga 28 Agustus 2017 

BUPATI SEKADAU, 

1TD 

RUPINUS 

Diundagkan di Sekadau 
pada tanggal 28 Agustus 2017 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 20I7 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
(3)/ 02017, 

Sainan Sesai dengan asinya 
K£PAA BAGIAN HUKUM 


